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'3:-' Tuhsan ml dnnaksudkan untuk mempefhhatk?m kaatan antara.

E 'ffPenyelenggaraan pemlhhan umum sebagm salah'satu sumber legitzmas; -
'kekuasaan di daiam negara yang demokratls Dalam tuhsan ini akan |{

1} karakteristik yang berbeda dengan permhhan umurn di negam—negaraf
1| yang demokratis. Pemilihan umum di Indonesxa relatzf tldak berfungm*
sebagai sumber kekuasaan yang Iegmmate karena berbagai faktor
seperti undang-undang dan/atau prosedur yang mengatur mengenal:_

: i"ditL.njL-{kan bahwa pemiliban umum di in{iopesxa memiliki |}

‘ pemlhhan ummn rtu sendm sistem kepartaian dan persoalan di sekltar_

\pBItISIPaSl pohnk warga nega,ra

=4

Pwd&huiuan _
Gagasan liberalisme dalam
d_u_ma_ empirik dapat berwujud
pada dua hal. Pertama, dalam dunia
ekonomi ia menjadi pasar bebas
(free marker) dimana terjadi per-
sentuhan éntara permintaan dan
penawaran {suplay and demand).
Kedua di dalam dunia politik,
liberalisme mengarah pada apa

yang disebut sebagai “peme-

rintahan demokratis,” yang Wuj.ud
kongkritnya ditunjukkan melalui
pemilihan umum. Baik antara pasar
dan pemilihan umum pada
hakekatnya memiliki tujuan yang
sama yakni terjadinya pertukaran
(znterchanges) antara penawar
dan pembeli. Hanya saja dalam
dunia ekonomi pertukaran terseﬁut
biasanya berbentuk barang dan

jasa, sementara di dalam dunia



- politik ia menjadl ngadxian

negara dan di sisi lain ia harus men-

dapatkan perlmchmgan dan akses__
;;pada berbagaz hal dalam ke-_:

.:fhldll ansehan harl

"?:mengandung berbagal macam

_fmakna Di daiam International
Encyclopedza of. the Social

Sc:ence dlkemukakan bahwa
pemhhan umum {eleciion) dapat

d}defemsx.kan sebagai “as a form
_o_f p;chgiur_e_,_ .recogm;ediby. the.

rules of an organization, whereby
all or some 0f the members of the
organization choose a smaller
number of persons or one pérSOn
1o hold office of aurhorzzy in the
orgamzatmn rén

Bengan pengertzan tersebut
dapat dilihat bahwa pemilihan
umum menghendakl suatu prosedur
dan manfaat sos;ai yang harus ada
daiam setxap penyeienggaraannya
atau dangan kata iam aturan-afuran
yang mengacu pada prosedur vang

ah__ pemlhhan umum.

g:disepakatl daﬂ “plhhan” adaiah _
Karena d1 satu sisi rakyat telah me!

nyerahkan kedaulatannya kepada. pemilikan umum, Penyebabnya

sesuaty yang 1dealnya ada dalam

karena kertas suara yang kita

- berikan dan dimasukkan keda}am
‘kotak suara saat pemilihan umum

. bukan sekedar “pemlhhan »
. _melamkan 3uga memilih: atau
_-menempatkan seseorang yangakan
menjadi wakil-wakil para pexm_;m

. (rakyat), baik dalam organisasi

formal seperti halnya ‘negara
maupunrdaiam organ;isasi biasa. -

?emahhan umuim sendm
teiah dxkenal manusxa sejak masa
Yunani kuno sekitar abad ke-5-dan
ke-6 SM. Pada masa ini, pemimpin
di negara kota dipilih melaluj cara
yang sangat sederhana seperti
penunjukan tangsn untuk memilih
pemimpin atau secara tertulis. Di
masa pememntahan Romavn
meski asas one man one vore tldak
pernah dzkenai tetapl kepumsaﬁ
mengenai perun&an_g_—undangan dan
pemiiihan pimpinan lembaga ch—
lakukan secaré bersama oleh se-

: David L. Sills (ed),. International Ercyclopedia of the Social Science, vob. V. New York: The bMarmitinn



jumlah wilayah atau oleh berbagai

suku—_Sﬁkil_. -P_adh abad pertengahan,
péré pe;mmpm gereja sép'ei*ti_ Paus
dipilih oleh -'o_rangébrang' terbatas
yakni para petinggi gereja (pastor)
dari'b'eibzagai Wllayah Pk

- Dizaman fecdal, posisi tuan

ta’nah,-'faja. a’i_au-'pér'a_. patén_i dibatasi

melalui’ undang-undang ‘dan
kebiasaan dan dalam beberapa hal
juga oleh para bangsawan. Pada
abad ke-17 dan ke-18, di sebagian
besar wilayah Eropah, dewan
negara digantikan oleh kekuasaan
otokrasi. Beberapa negara seperti
Inggéris dan Swedia masih
ditemukan pemilihan tetapi hampir
tidak memiliki pengaruh apapun di
luar negara tersebut?

Fungsi Pemilu

Pada dasarnya fungsi
utama dari pemilihan umum adalah
memilih orang-orang tertentu yang
dipercayai untuk menduduki suatu
jabatan, kemudian mencari tahu
seberapa besar tingkat kepuasan

dari warga negara (pemilih) me-

ngenal penyelenggaraan roi&_a'
organisasi dan/atau pemerintahan.
Di samping itu sebagai basis legi-
timasi dan dukungan dari para
pemilih terhadap kebijakan#k.é'—'
bijakan yang akan dijalankan oleh
suatu ‘organisasi atau peme-
rintahan. Dengan demikian, me-
m_'ilih',‘:mencari tahu tingkat ke- .
pu.as'ﬁan dan sebapai dasar legi-
timasi bagi sebuah kebijakan bukan
sekedar mengikuti prosedur se-
mata. Di sini terkandung makna
relasi sosial yang mendalam karena
harus mengandung komitme;ﬁ
sosial terutama dari mereka yang
terpilih untuk mendudulki jabatan di
pemez’iritahan. N
Dalam demokrasi modern,
sebagaimana dikemukakan oleh
Hungtinton, ada tiga hal yang
seringkali menjadi sumber per-
masalahan hubungan antara elit
dengan penguasa. Pertama sumber
kekuasaan (sources of authority),
kedua, tujuan kekuasaan {(purpose
of authority) dan ketiga proseéuf
penggunaan kekuasaan (procedure
of authority). Pada masyarakat
yang tradisional sumber kekuasaan



bias_anya;.terd_i:_i dari: -kekayaan
(wealth), kelahiran (birth), ke-
turunan/nasib (lor), pengangkatan
dah :peéunjlikah___(app_oimled).
Sementara pada masyarakat dan
negara _i_fioder_eﬁ,' meski- hal-hal
tersebut j;i_da_k_ hilang S__a_r_n_a sekali
tetapi sumber kekuasaan lebih
ditekankan kepada kedaulatan di
tangan rakyat (melalui pemilihan
umum) yang_sah, jujur, bebas,
rahasia, adil dan demokratis,

- 'Di dalam negara modern,
fujuan utama Kekuasaan adalah
memberikan péflli‘ndmigari'kepada
rakyat, té'm“q'é.sak'mélindungi hak
z'niii'k',' menjamm 'ke'seiamat_a_i_l dan
yang paling utama tentu mewuj'ud-
kan kesejahteraan. Tujuan tersebut
hanya mungkin dicapai bilamana
dalam pényelenggaraan peine-
rintahén menampakkan ciri-ciri
séperti state dccountability atau
negara (pemerintahan) yang ber-
tanggﬁng gugat, kebijakan yang
trasnparan (transparancy of

policy), kepercayaan {trusf)',-_
pemerintahan berdasarkan hulcum
(rule of law), responsif atan
memiliki daya tanggap yang tlnggi,
serta membuka ruang bag;’_
tumbuhnya partisipasi rakyat,3 .

-~ Demokrasi modern meng-
hendaki suatu prosedur yang__'_di_f
sepakati oleh rakyat termas'i;lg
prosedur dalam mendapatkan
kakuasaan. Pemilihan umum
seringkali dianggap sebagai sét_u
sarana yang prosedural untuk
mendapaikan kekuasaan yang sah
(legitimate). Meskipun di dalam
prakteknya, tidak semua pemilihan
umum menghasilkan hal yang
demikian karena persoalan ke-
terwakilan (representativeness)
dan stabilitas pemerintah. Jjadi
mengandalkan prosedur yang
disepakati saja tidak cukup dalam
menghasilkan penguasa yang sah,
melainkan harus ada nilai-nilaj
yang egalitarian, persamaan, ke-

Studi mengenai partisipasi befakangan lebih menekankan pada tiga hal penting, yakni partisipasi
politik berupa representasi dafam sistem perwakilan (delgative deliberative), partisipasi sosial yang
menekankan pada keterlibatan beneficiary datam proyek pembangunan dan partisipasi warga yang
wujud datam keikutseriaan masyasakat secara luas dalam pengambilan keputusan langsung dalam
kebijakan publik. Uraizn iebih fanjut lihat dalam John Caventa dan Camito Valderama., Paririsipasi,
Kewasgaan dan Pemerintah Deerah untuk pengantar buku Mewujudican Partisipasi: Teknik partisipasi

LA, PR TP e



bebasan, keadilan, kejujuran_

transparansx dan sebagamya

Bagaimana dengan pemi-

hhan umum di Indonesia? Se-. -
m@pj@k kemerdekaan, kita telah

mEnyelenggarakan tidak ‘kurang

dari’8 (deiapan) kali pemilihan
.umum dﬂaksanakan Permhhan_

umum pertama d1selenggarakan
tahun 1955, kemudian mengalami
kevakuman ‘hingga muncuinya
pemerintahan Orde Baru yang
melakukan pemilihan umum pada
tahun 1971, dan secara teratur
dilakukan setiap lima tahun sekali
hingga pemilihan urhum ‘tahun
1997. Pemilihan umum 1955 bagi
banyak orang dan pengamat
dikatakan paling demokratis.
Tetapi sebagaimana pernah di-
sinyalir oleh William Liddle,
pemilihan tersebut hanya meng-
hasilkan keterwakilan politik tetapi
mengalami kegagalan dalam
konteks stabilitas pemerintahan
karena seringnya berganti peme-
rintahan pada masa itu.

. Pemilihan umum yang di-
lakukan selama orde baru lebih
merupakan ritual politik karena

. mw T Y,

berbagai hal, termasuk jumlah
partai ?oiitik dan kuatnya cengke- :
raman birokrasi baik sipil maupun.
militer.dalam kehidupan politik:
termasuk-penyelenggaraan pe-:

milihan umum. Konsekwensinya, -

' permhhan umum masa orde baru’

banya | berhasil melahirkan peme—f- .
rmtahan yang stabil ‘tetapi me«'-

ngalamx kegagalan total dalm hal
keterwakllan polmk 8

Bagaxmana dengan pemi-.__
hhan umum 19997 Banyak orang
mengemukakan pemilihan urnum:
1999 mirip dengan apa yang terj a_d_; _
dengan masa keemasan demokrasi
(liberal) pada tahun 1955. Tetapi
kita menyaksikan bahwa pemilihan
umum 1999 ternyata gagal meng-
hasilkan keterwakilan politik dan
sekaligus stabilitas pemerintah.
Kegagalan dalam aspek keter-
wakilan politik akan dikemukakan
dalam bagian berikut, sementara
kegagalan dalam stabilitas pe-
merintah kita menyaksikan bagai-
ména Presiden Abdurrachman
Wahid diturunkan di tengah jalan,
suatu penstxwa politik yang belum

mn‘n P, L, [



bagaimana menjelaskan kegagalan
keterwakilan politik dalam pemi-
lihan umum sebelumnya, terutama
pada tahun 1999 dan kemmungkinan
juga pada pemilihan umum 20042
Satu hal: yang penting untuk di-.
ketahui baliwa keterwaldlan politik.
sebagai unsur yang amat penting
dalam memperoleh kekuasaan.

yang sah berhubungan dengan
sistem pcnyelgngga;aan pemiliban
umum.* Pada umumnya sistem

pemilihan dapat dibagi secara
garis besar dalam dua sistem

yakni: Pertama, sistem distrik dan
kedua sistem proporsional. Dalam
sistem distrik, satu wilayah
hanya diwakili oleh satu orang dari
partai pemeénang pemilihan umum

(single-member constituency).

Negara dibagi kedalam beberapa
distrik pemilihan. Pola ini banyak
digunakan di negara-negara dengan

sistem dua partai seperti ffmlemka,

Inggris, India, dan Malaysias
Sistem distrik memiliki
beberapa dampzk, Misalnya dalam
perhitungan’ suara'*'Serin’gkéii
terjadi suara yang hilang (wasted).
Sistem ini juga dapat rhémat’_i_%:éﬁ'-
partai-partai kecil; mamuna;‘i';isa
mendorong partai*parté.i ké%:i_l-
untuk berkoalisi-atan s'ekurazng
kurangnya dengan stembus accord.
Kemudian dapat mencegah mumncni-
nya partai-partai baru, mendorong
terjadinya penyederhanaan partai
secara alamiah, dan mencegah
terjadinya fragmentasi partai.’ .

‘o ‘Wakil yang dipilih memiliki
hubungan emosional dengan
komstituen. Mereka dapat lebih
berorientasi pada kepentingan
distrik dan/atan warga yang di-
wakili ketimbang pada kepentingan
pariai atau kepentingan nasional.
Di samping itu, wakil yang terpilih

* ;. Penelitian yang dilakukean oleh CSIS terhadap pemilihan umum 1997 memperlihatkan bahwa terdapay
" beberapa kategori mengenal makna dari pemilihan umuom. Pertama, sebagai sarana pelaksanasn asas
: ~kedanlatan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di DPR. Eedug sarana uniuk melegitimasi
kelanggengan kekuasasn pemerintah yang difakukandatam satu periode iertentu. Ketiga, sebagat
‘Tutinitas yang diselenggarakan setiap lima tabun sekali dan rakyat hanya melihatmya sebagai kewajiban
ketimbang hak politik, Uraian lebih lanjut dapat dilinat dalam 1. Kristiadi ot all, Pemilibian Umam 1997

-« ‘Perkiraan, Hrapan dan Evaliasi (Jakarta: CSIS, 1997), hal, 13-14. S S

! Miriam budiardjo_._,‘_’ Srssem Pemity dan pembangunan Politik,” Jumal Iimu Politik 11, hal. 34 '



a.kan lebih mdependen terhadap
paftamya;-; _Kemudian partal yang __

: scnjangan antara jumlah suarayang
d1peroleh secara nasional: dan
jurnlah kursi yang diperoleh dalam.

parlemen.(distorsion. effect).
Kesenjangan ini selalu meng-

unmngkan partal besar dan sebahk—_

nya merugikan partal kecﬂ

.Di dalam 31stem propor*
smnal dalam satu wﬂayah pe-
mxhhan umum dlplhh beberapa
wakli (multz-member constztu-
ency); yang jumlahnya ditentikan
berdasarkan rasio peroiehan suara.
Dalam sistem ini satu wilayah
adnumstrasx, sepem provinsi, di-
pakal sebaga: daerah penni:hah
Partax menenmkan jumlah kuxsmya
di parlemen ‘berdasarkan suara
yang ‘didapat. Banyak- digunakan
dalam negara dengan banyak partai
seperti Swedia, Italia, Netherland
dan Indonesia.

“Sistem proporsional me-

: mﬂs I qeiuml ah onselwensi.:

Mlsalnya sistem ini dianggap lebih -
demokrat:s dan. represematlf*. :
karena Jmniahkum yang dxperoleh : 3
daiam parlemen sesual dengan
Jumlah shara yang didapat melalui

y pemlhhan umum;Di samping iy,

sxstem ini dlanggap lebih adll ]
karena semua golongan dalam

'masyarakat termasuk yang. kecll :

memiliki peiuang untuk menampﬂ- :
kan wakil dalam parlemen dap:
tidak terjadi distorsi. Akan tetapi
sistem ini juga memiliki beberapa
kelemahan 'a;tau -};erugi_an. . Mlsal-
nya, bisa mempermudah terjadinya
fragmentasi partai. Kemudian jika
timbul konflik dalam satu partai
maka.anggota tersebut, cenderung
memisahkan diri dan mendirikan
partai baru. .Kurang mendorong
partai untuk berintegrasi atau
bekerjasama tetapi membuka
peluang mempertajam perbedaan
yang ada.

Kedudukan yang kuat pada
pimpinan partai melalui sistem
dafiar (list system), wakil yang
terpilih kurang memiliki hubungan
dengan konstituen, Wilayah yang

* Iebih besar (provinsi) sukar untuk

dikenal oieh masyarakat pemﬂxh



Wakzl ieblh terdorong untu.k mem-._
perhatzkan kepentmgan partai:
ketimbang kepentmgan dxstnk
Junﬂah ‘partai yang: banyak akan .
mempersuht mendapatkan mayo-
ritas, ka:ena itu harus berkoahsx-_-
dengan partaz lam untuk mem--
peroleh: mayoritas di parlemen
Pola ini sering tidak bertahan lama
dan mela%urkan instabilitas po!;tlk.i

?emlllha.n umum 1999 dan
2004, diatur sesuai denganUUNo
3/1999 dan UU 'No.’ 12/2003.
Kedua UU ini’ pada dasamya
memiliki banyak kesamaan atau
tidak terjadi perubahan yang men-
dasas: Sebagai contoh, persamaan
hak antara partai politik dan
nonpartai politik. Di dalam pasal
40 dan 41 UU No. 3/1999 dinyata-
kan bahwa anggota partai ‘politik
memiliki hak istimewa untuk di-
calonkan dan dipilik di dalam
pemilu. Hak untuk dipilih menjadi
presiden menjadi monopoli partai.
Sementara dalam UU No. 12/2003

anggota partai politik ‘tetap me--
nuilk: hak 1st1mewa meskz sedlklt:' :
dlbatas1 Peiuang anggota partaz"'
polmk untuk dlpﬁlh men_]adi
anggota DPR, DPRD sangat besar
(pasal 7,8,9 dan_ 10)7 Selam__ug_;_'
snstem pemlhhan umum pun pada::
dasarnya tidak jauh berubah.: Dx;_.'
dalam: pasal 1 ayat 7 UiJNo; 3
1999 dinyatakan bahwa sistem’
pemxhhan umum menggunaka.n'

proporsmnal dengan stelsel ter—'
daftar, sementazapadaUUNo 12/'
2003 dmyatakan bahwa penye-
Ienggaraan pemlhhan umum
memakal sxstem proporsmnal
dengan calon terbuka dan d;stnk
berwakll banyak (pasal 6).

Mesk1 uuU yang mengatur
mengenax penuhhan umum 2004
mengemukakan s;stem propor-
sional dengan daﬁar caion terbuka
dan distrik berwakil banyak, akan
tetapi .

7o Anslisis pabmdmgmpams:pass politik dalam UU No. 3/1999 dan UU No. 1272004 dilakaiean dengan
baik oleh Gregonius Sahdan dan Sahrul Alesa "Pembangunan Partisipasi Palitik Rakyat Dalam pemilu
2004 Studi Perbandingan UU Pemiliy 1999 den U pemily 20047 Makalah diesmmailon mada



-mmiaési.Z?ea:ﬂ%iidala‘mf Penye-

_a31ﬁkas1 dan szstem ke-

partman dapat dlkakukan melalul_

"berbagm cara. Secara umum dibagi

dalam dua ]ems ya.ltu paxta1 kader
dan paﬁai massa Partaa ‘massa
mengutamakan kekuatan berdasar—
kan Jumlah anggota yang terdm
dari- berbaga1 aliran. poimk dan
keiompok Sementara parta1 kader
lebzh menekankan pada keketatan
orgamsa51 ‘dan d131p11n kexja dari
anggota—anggotanya L '

" Ba515 sosmlogis dan suatu
partal adalah 1de010g1 dan ke-
pentmgan Oleh sebab itn untuk
:mengetahm bagalmana proses
pengzsmn struktur suatu partal
termasuk dalamhalkeanggotaannya
maka penting untuk dikemukakan
jenis-jenis’ parta1 berdasarkan
tingkat komitmen partai terhadap
ideologi dan kepentingan, yakni:
(1) partai proto; (2) partai-kader;
(3) partai massa; (4) partai
diktatorial; (5) partai catch-all®

Menurut Amal, partai proto
merupakan bentuk awal dari

:masyarakat

_-munculnya partal pohuk terutama

di Eropa Barat sejak. abat. per-

o tengahan sampmdenganaklnrabad_

ke-19.. Cm utama, dan parta: 1111'
adalah perbedaan antara, anggota
(ms)_d_"_'_ gan y__” 'g bukan anggota'
(outs) J xka dape_ _ txkan leb1h Jauh

parteu dengan tlpe 1111 sebenarnya'

leblh sebagal faks1 yang dlben

berdasarkan pengelompok_ n

_ Tipe partal berlkutnya ada-
iah partal kader yang merupakan
pengembangan dan partau proto
Jenis partai kader sangat dztentu-
kan oleh masyarakat kelas me-
nengah yang memiliki hak pilih.
Karakteristik dari partai kader
antara lain keanggotaan yang
terbatas, kepemimpinan serta para
pemben dana, organisasi dan
1deolog1 yang. masih rendah, aktl-
v1tas jarang dxdasarkan pada pro-
gram dan orgamsas; yang kuat
Keanggotaan berasal dari kelas
menengah ke atas, 1deolog1 konser-
vatisme akstrim atau maksimal
reformisme moderat, organisasi
kecil, cenderung berbentuk ke-
lompok informal. '

a e o ot g o T T Bl f1alraeho { rmreadie ALY lal FAS



Kemudxan partm massa yang
muncul ketlka terjadx perluasan
-hak pzhh rakyat ‘berada di’ luar
imgkungan parlemen (ekstra par—
lemen) Cm khas dan partm massa

- 'orgamsam yéng rap1 Tu;uan utama
bukan sekedar memperoleh suara
dalam pemihhan umum tetap1
membenkan pendldlkan polmk
bagi para anggotanya dalam rangka
membentuk eht yang dlrekrut dari
massa.

* Partai diktatorial merupakan
sub tipe dari partai massa, dengan
ideologi 'yang ‘lebih kaku dan
radxkal pemlmpm tertmgg1 dan
partm mexmhkl kontrol yang sangat
ketat terhadap pengurus bawaban
maupun anggota paxtal Rek.ruunen
anggota dilakukan secaxa leblh
selektif dari partai massa, calon
anggota harus teruji kesetiaannya
terhadap ideologi partai, menuntut
pengabdian secara total dari setiap
anggotanya. Umumnya terdapat

dinegara-negara komunis, Partai

partai kader dan partai massa
tujuan utamaadalahmemenangkan
pemilihan umum. dengan cara
mewanawarkan program. dan
keuntungan: bagi anggotanya
sebagai. gantx ideologi yang kaku
‘Aktivitas partai lebih berhubungan
dengan kelompok kepentmgan dan
keiompokpenekan

) " '_ Muncuinya berbagai npe
kepartalan sebagalmana dxke-
mukakan di atas, tidak terlepas dan
sistem pohtlk yang. dlbangun
Kebanyakan mstem polmk yang
muncul di negara-negara ber-
kembang pada dasarnya dapat
dlkelompokkan kedalam beberapa
bentuk Pertama, sistem poimk
yang berbentuk demckrasi pohtzk
Model sistem politik ini dicirikan

oleh adanya lembaga-lembaga

politik berupa eksekutif, legislatif
dan yudikatif yang relatif otonom
dan independen. Anggota legislatif
dipilih melalui pemilihan umum
yang bebas dan berlangsung secara
periodik yang memungkinkan di-
lakukannya suksesi politik secara
damai dan teratur, serta terbentuk-

. nya partai-partai politik vang ber-



s1pa31 sosialisasi, kommnkas1dan
rekrutmenpolmk 1 o

fi Kedua mstem poimkdengan
model demokras1 terpxmpm Salah
satu ciri yang menonjol dari. 51stem
ini: adalah tcljadmya konsentra31
kekuasaan dalam eksekunf yang
: memungkmkan mereka lebzh ber-
kuasa dabandmgkan dengan legls-
latif, Eks_ekutx_f_.mem_ll_ikl relasi
kekuasaan yanig spesifik dengan
partai yang’dibennaknya‘sendir’i,
dan ruang gerak bagz oposzsi
dabatasx ‘dan’ ter;adlnya pemm
bentukan opzm pubhk oleh peme~
rintah yang berkuasa s

- Ketzga, ohgarkx pem-
bangunan Sistem ini semula
ditujukan untuk mempercepat
demokratisasi dan modernisasi.
Untuk rhenc_apa.__i maksud tersebut,
kekuasaan dipusatkan pada peme-
rintah, militer ikut melakukan pe-
ngawasan atau melalui peme-
rintahan sipil yang dikendalikan
oleh militer, parlemen dilemahkan,
oposisi tidak dimungkinkan,
kekuasaan yudikatif tidak bebas,

partisipasi lebih bersifat mobi-

Keempat ‘sistem polmk
yang berbentuk 011gark1 totahtex
Cm yang menonjol adalah tldak
adanya pusat kekuasaan d1 luar
reznn yang berkuasa Pusat sangat'
mencnukan, pemenntahan dlj alan- '_
kan ha.nya oleh segehnnr orang,_
ideologi dibangun sedemnikian rupe
oiéh_ .elit yang, berkuésa. Partal
menj adi lembaga yang paling me-
nentukan. Tidak ada pemilihaxi
yang bebas dan wakil-wakil yang
dipilih relatif tidak bisa berbuat
banyak di tengah masyarakat.

Bagaimana pola rekrutmen
politik dilakukan? Ada dua cara
khusus yang digunakan untuk me-
lakukan perekrutan politik. Pertama
seleksi pemlhhan melalui jalur
ujia.r.a serta latihan. Cara iam
adalah dengén rﬁetb;de penyorﬁ_l_-aﬁ,
penarikan undian yang digunakaﬁ
di Yunani kuno. Kemudian metode

giliran atau rotasi, perebutan ke-

W0 Jpid, hal..111 — 115. Usaian lebih lanjut dapat juga dilihat dalam Gabriel Almond & Sidney Verba. The



atau mengancam kekerasan H
D1 _Degara- negara ber-
kembang, sepem halnya Indonesza,
i .kepartalan beium
beljaian' kuat rekrutmen polmk
sermgkah tex}ach hanya dalam satu

| dan aas_ _':ya:berlangsung dengan

pola-pola patronase Pola nu me-
rupakan ‘bagian dari 31stem pe-
uyuapan dan korupsx yang rumit
yang merasuk1 ‘banyak ‘bidang
ke]:ndupan masyarakat Namun
dianggap sebagai pola yang paling
mapaxi- tetapi dapat-melahirkan
perekrutan politik yang tidak cocok
baik secara politik maupun diukur
darikemampuannya,?

- Cara lain dari proses rek-
rutmen cenderung bersifat konser-
vanf dimana kandidat diambil dari
kalangan bangsawan (mngrat) yang
secara alamiah dlanggap mem:thkl
dasar kemampuan untuk men-
dudukx jabatan—J abatan polms dan

disebut dcngan jalan’ koopsr_
(pemilihan anggota baru) kedalam
suatu badan oleh anggota—anggota
yang ada. - R
Sementara untuk tipe. ke-_
lompok yang direkrut biasanya
berasal dari kaum . nmingrat atau: _
keluarga. pOIitlk dengan status_'
sosial yang tinggi, kemudian dari
kaum amatir yang berasal dari sta-
tus sosial yang agak bawahén
sering kali parza hartawan, Ada_}uga
dari kelompok atau kaum agztator
yang berasal dan status sosial yang
rendah dan mendapatkan Jabatan
politik dari usaha sendiri.’s

' 'Baik dalam sistem politik

' yang moderen maupun 31stem

politik tradisional yang dianut oleh
negara-negara berkernbang, perek—
rutan dimulai dengan penyediaan
sumber anggota. Hanya saja pada
sistem politik yang demokratis,
sumber tersebut lebih variatif dan
akses dari masing-masing ke-
lompok untuk masuk kedalam

't Michael Rush & Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993),

hal 187.
2 Jbid hat. 188,

B phid bt 246 =247, Ursizn lebib laniut darsat dilihat dalams Panstd 2 BAatimse 776 S o o 3 op s



struktur politik menj ad1 ieblh luas:-
dxbandmgkan dengan d1 negara'-'
berkembang Kandzdat yang. akan
direkrut; masuk- melaiul badan--i'
badan (agenczes) balk formal"’
seperti. komlsl perekrutan admm—-'
istratif dan secara informal melalui-
keluarga ‘atan kelompok ke-:
pentmgan tertentu M Kemudlan'
dam_uncul_kan se;unﬂ_ah knt_ena dan-
melalui proses kontro} yang pada’
akhirnya keluar sebagal tunmtan

rekmtmen

* Baik pada pemilihan umum
1999 maupun 2004, partai me-
megang kekuasaan dominan dalam
proses rekrutmen kandidat ter-
utama untuk menduduki kursi leg-
islative baik .di pusat-maupun
daerah. UU yang mengatur me-
ngenai pemilihan umum .. 1999,
misalnya, seara tegas memuaut
kewenangan partal untuk men-
dudukkan seorang kandidat dalam
proses pencalonan anggota DPR
dan DPRD. Hal yang sama ke-

® Amal, logeit, hal, 247.

mudian: ‘terulang kembali pada: ;
pemlhhan umwn 2004, damana':.-
partal: memegang otontas tertlngg1 .-;_
dalam menempatkan seseorang:
pada urutan keberapa dalam Daftar.
Calon. (sementara dan tetap) _
Kewenangan tersebut biasanya ada .
pada ketua, _sekretans partai . dan._:
tim seleks1 yang dibentuk untuk
itu. 15 UU yang mengatur mengenau

: pem1hhan umum 2004 juga mem-.

beri ruang kekuasaan yang besar_
kepada paﬂm pohtlk Sebagal mxs—i
sal seorang pemlhh yang! mermhh _
tanda gambar parta1 yang ber‘oeda_'
dengan kandldat maka yang'
dianggap sah adalah pxhhan pada'
partal bukan pada kandidat Jadx'
sebenamyateljadl proses pemak~
saan” kepada pemilih untuk me-
milih kandidat dalam partai yang
Persoalan Partisipasi Politik
Rakyat,

Partisipasi politik, merupa-~
kan bagian yang amat penting untuk

Penelitian yang dilakukan pada pemilihan umum 1999 memperlihatkan, selain otoritas yang dominan

pada elit partai, mekanisme pencalonan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumbers-sumber
snateriil (uang) yang harus disediakan olch kandidat, kedekatan denan pengurus alau elit partai, faksi
dimana seorang kandidat berada dan sebagainya. Selanjutnya baca Alimin Siregar, Refrutmen Anggota
Legislatif Dalam Pem:hhan Unium: Studi Tiga OPP di Riau Pada Pemilikan Umem 1999. Disertasi



mengukur seberapa besar:legi--
tima31 kekuasaan yang diperoleh -
para eht pohtlk meialuz pemlhhan'-'
umum Deﬁmsl partislpaSI politik :
secara umum dapat ‘dijawab -
dengan mer1n01 pertanyaan—per— '
tanyaan tentang siapa yang ‘ber-

partxsipasx dengan cara atau

melalm apa i berpartlsxpam apa

tu_;uan partzslpaﬁ dan bagalmana

has;inya Sejauh ini karpna:

cakupannya yang demlkian 1uas

memang rnasxh d;dapatz banyak"

membenkan penafsuan akan
makna partlslpam polmk 1tu
sendm Bahkan dalam kenyataanya

sudut pandang berkaltan dengan

partisipasi politik antara negara
demokratis (Barat) déx_i.negara
sedang berkembang atau komunis
sering juga dibedakan. Untuk
negara demokatis, partisipasi yarig
tinggi berarti pertanda 'béik,
sebaliknya partisipasi yang rendah
dinilai*kurang baik dalam artian
banyak warga negara yang tidak
menaruh perhatian kepada masalah

kenegaraan;. terdapat :kec_eg;.__.._
derungan bahwa yang dinamakaﬁ;;_.
partisipasi politik itu terbatas pada:
kegiatan yang sukarela tanﬁé :
paksaan dan tekanan dari_siapapgp_
Sedang untuk negara sedang ber«
kembang :atau komunis, ada --ke_;_;_
cenderungan ;pendapat kegiatan :
yang.tidak bersifat sukarela pun .
tercakup; sebagai ‘bentuk parti-
sipasi, Secara sederhana dapat.
dikatakan bahwa partisipasi dibagi.
kedalam dua bagian, otonom (auy-
tonomous. participation) dan
mobilisasi (mobilized participa-
tion). 15

Setiap tindakan seseorang,
tidak terkecuali dalam politik;
selalu memiliki alasan mengapa
tindakanitu dipilih atau dilakukan:
Seseorang menjadi anggota dalam
suatu perkumpulan, lembaga atan
asosiasi misalnya, setidaknya
karena ia merasa bahwa ia akan
mendapatlan keuntungan tertentu.
Demikian pula seseorang dalam
memberikan suaranya dalam

sebuah pemiiihag. Ia melakukan

W Mirigm Budiardjo (ed.), partisipasi dan Partai Politil: Sebuah Bunga Rampm PT, Gramedia Pustaka

Thama Fakada 027



karena merasa bahwa. suaranya,
baxk langsung maupun tidak
langsung, dapat tersalurkan untuk
dapat ikut mempengaru}n pem-
buatan keputusan. Inilah yang
dalam literatur 1lmu pohtlk disebut
polmcal eﬁ' cacy, Ketika sese-
orang (warga negara) merasa suara
yang akan diberikannya akan sia-
sia karena diyakini tidak akan
memiliki pengaruh atau dampak
apapun terhadap proses pembuatan
keputusan, maka ia akan cenderung
untuk tidék memberikan suaranya
(golput).

- Istilah yang sering digunakan
untuk menunjuk sikap warga negara
yang sama sekali tidak ingin
melibatkan dirinya dalam kegiatan
politik dikenal sebagai sikap
apatis {apathy). Ketika sescorang
memilih untuk bersikap apatis atau
tidak ikut berpartisipasi, ada
beberapa alasan yang mendasari
mengapa hal tersebut bisa terjadi,
antara lain; (1) Sikap acuh tak acuh,
(2) Tidak paham terhadap masalah
politik sehingga ia tidak mampu
atau mau terlibat dalam kegiatan

politik, (3) Ia tidak yakin akan_
hasilnya. Keikutsertannya txdak
akan membawa pengaruh posmf
bagi keadaan yang ada, (4):la
merasa puas terhadap keadaan
yang ada dan menganggap keadaan
tidak terlalu buruk, apapun hasil
pemilihan tidak akan mengubah
keadaan. Ini banyak terjadi. di
negara dengan sistem politik yang
sudah mapan, dan (5) Ia berada
dalam lingkungan yang memandang
tinggi orang yang tidak ikut
berpartisipasi (kaum minoritas).!”

Dalam konteks pemba-
ngunan secara keseluruhan, maka
sesungguhnya perluasan partisipasi
politik dapat dipahami sebagai
berikut: (a) sebagai satu tujuan
utama kaum elit politik, kekuatan
sosial, dan perorangan yang
terlibat di dalam proses itu; (b)
sebagai sarana kaum elit,
kelompok, dan perorangan untuk
mencapai tujuan lain yang mereka
nilai tinggi; atau (c) sebagai hasil
sampingan atau konsckuensi
tercapainya tujuan lain, baik oleh

masyarakat secara keseluruhan,



oleh kaum elit, kelompok dan .

perseorangan dalam’ masyarakat
'Atau dapat Juga dxpahamj (d) tldak
tezmasuk hal-hal dlatas

Kondlsl Partxszpasa Dewasa Ini

Sebuah survey yang baru-
baru ini: dxseienggarakan 0leh
Lembaga Survey Indonesia (LSI)
memperlihatkan bahwa keikut-
sertaan masyarakat dalam pemi-
lihan umum di Indonesia merupa-
kan angka tertinggi dibandingkan
dengan negara-negara demokratis
lainnya. Pada pemilihan umum
1999, misalnya, sekitar 90 persen
masyarakat pemilih menggunakan
hak pilihnya. Angka ini tampaknya
tidak akan jauh bergeser dalam
pemilihan umum 2004. Sepintas
angka ini menunjukkan tingginya
tingkat partisipasi masyarakat
dalam kehidupan politik. Tingginya
angka tersebut biasanya juga
dijadikan indikator yang meng-
gambarkan perkembangan demo-
krasi di Indonesia. Akan tetapi,
ternyata dalam praktiknya tingkat
partisipasi yang tinggi ini tidak
disertai oleh meningkamya kualitas

Terdapat ketimpangan antara_
angka permhh yang menggunakan'
hak pilihnya dan perfuasan parn«
sipasi yang didasarkan pr1n51p
kesukarelaan (autonomus partici-
pation), sebagazmana dlsyaratkan
oleh sebuah 51stem demokra31
Melalui berbagax cara, Tezim yang |
berkuasa memobilisasi masyarakat
untuk memberikan suara dem
kesuksesan pemilu. Bahkan rezim
yang berkuasa tidak segan-segari
melakukan ancaman bagi pihak-
pihak yang menolak atau mengkritik
kebijakan ini. Hal tersebut dapat
dilihat pada kasus kampanye golput
yang dintrodusir oleh kalangan
intelektual yang bergulir sejak
tahun 1970-an

Dalam sistem politik dengan
karakteristik mobilized participa-
tion yang begitu dominan, seperti
dalam kasus Orde Baru, partisipasi
politik tidak ditempatkan sebagat
hak, tetapi lebih merupakaan
kewajiban bagi warga negara. Ini
adalah sebuah kesalahan mendasar
yang melatarbelakangi terjadinya
pelanggaran terhadap hak warga
negara. Adalah benar bahwa



salah 'satunya “ditunjukkan oleh -
tmgkat part131pas1 warga negara--
nya. Akan tetapi, part1s1p351'
pohtlk yang dlmaksud adalah
partisipasi'politik-efektif-dan di-
dasarkan kesukarelaan; Kedua hal -
ini, efektivitas partisipasi dan -
kesukarelaan tidak 'berkembang"
dalam politik Ordé Baru, Dalam
proses pembuatan penerapan dan

kebijakan rezim yang “berkuasa

relatif otonom dari aspirasi publik.
Ritual politik semacam ini sama

sekali tidak memperhatikan prinsip

efektivitas dan kesukarelaan parti-
sipasi politik warga negara dalam
demokrasi. Suara pemilih dalam
pemilu tidak lebih hanya menjadi
alat legitimasi bagi kekuasaan.
Salah satu fenomena menarik
yang senantiasa mewarnai dalam
proses pemilu sebagai salah sata
bentuk dari partisipasi politik
adalah wacana golput. Menurut
Meriam Budiardjo golput adalah
orang yang secara sadar tidak
memakai hak pilihnya karena
berpendapat bahwa pemilu seperti
yang kita laksanakan dewasa ini,

- golput.

tidak relevan.'® Dari data yang ada =

dapat -:diidentifikasi - ‘bahwa-

kecenderungan masyarakat kita
untuk golput semakin tinggi. .-

Bahkan dengan adanya reformasi
semakin membuka peluang bagf
masyarakat untuk memperoleh
“kebebasanya” kembali terutama...-

. dalam menggunakan hak pilih. -7 0

- -Secara sederhana mengenai

- kategori “tidak menggunakanhak. -
_ pilih” -perlu disadari bahwa :

kategori ini tidak hanya menyangkut -
Bisa saja. -

orang tidak datang ke TPS karena

- sakit, atau malas, dan mungkin juga

karena tidak menerima formulir. .
Namun terutama dalam masalah -
golput ini akan berkait erat dengan
tingkat kepercayaan masyarakat. ..
kepada efektifitas pemilihan umum.
Hasil polling berbagai surat
kabar, misalnya menunjukkan.
rendahnya tingkat kepercayaan .
masyarakat kepada partai politik .
yang ada dalam mewakili
kepentingan mereka. Berkembang-
nya sistemn multipartai tidak se-
bangun dengan meningkatnya
keterwakilan aspirasi masyarakat



dalam -politik. Partai- politik -
kini dinilai lebih sibuk dengan
kepentingan: pribadi atau ke-

lompok.!?:

: ?D_alam'_'bagian ‘terdahulu

tulisan:ini telah diperlihatkan -
bahwa pemilihan umum yang

diselenggarakan 'di- Indonesia

tampaknya tidak akan sepenuhinya

menjadi alat legitimasi yang

bersifat substantif bagi kekuasaan -

politik yang akan terbentuk nanti,
Beberapa factor penyebabnya
adalah system pemilihan umum
yang ‘tidak akan menghasilkan
keterwakilan politik karena
keterbatasan hubungan antara
pemilih (konstituen) dengan
mereka  yang dipilih. Sebab
walaupun rakyat memilih tokoh
yang diénggapnYa layak, tetapi hal
itu tidak menjamin seseorang bisa
mewakili kepentingan mereka di

dalam parlemen. Selain itu, partai_-__f_.-
partai .yang -terbentuk pasa

- tumbangnya rezim otoriter di Indo-

nesia belum sepenuhnya berhaSi_i_.-_-'

- merepresentasikan diri sebagai. .
~ partai politik yang berorientasi ...

pada penyaluran aspirasi rakyat, ..

Yang terjadi justeru semakin...
menonjolnya pola oligarki dirnarja_
kekuasaan partaj hanya dikendajl'i_-_ -
kan oleh segelintir orang, terutama
ketua, sekretaris dan tim seleksi.. -\
Situasi tersebut sejalan dengan
masih terbatasnya akses masya-. .
rakat dalam memperluas parti- -
sipasi mereka, meski dalam pe-
milihan umum sekalipun. Parti-
sipasi dalam pemilihan umum
dianggap tinggi manakala rakyat -
ikut memberikan suara dan me-
milih seorang kandidat atau partai
yang mewakili mereka. Padahal,
dalam dunia politik, tidak ikut
memberikan suara juga adalah
bagian dari partisipasi politik.

"™ Penelitian yang dilakukan di dacrah perkotaan, pedesaan dan pesisir di sejumtah dacrah di Indonesia |
memperlihatkan rendahnya keikutsertaan masyarakat secara sukarela untuk terlibat dalam kegtatan-
kegiatan politik. Salah satu alas an yang ditemukan adalah memudarnya tingkat kepercayaan terhadap
proses politik yang terjadi di tengah masyarakat. Situasi ini seiring dengan bergesernya peran tokoh-
tokoh masyarakat, media massa yang terkooptasi oleh kepentingan bisnis dan ketidakpercayasn yang
reluas akan peran-peran yang dimainkan oleh pemerintah (negara) datam memberikan distribusi social
vang lebih baik. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Hasanuddin dan Alimin Siregar., Partisipasi
Politik Masyarakat: Studi Pendzhubuan di Daerah Perkotaan, Pedesaan dan Pesisir. Laporan Penelitian

N



Rekomemdasn

Ada beberapa pzhhan yang

mungkm dﬂakukanuntuk menjadl-:_-:

kan pemxhhan umum jebih meng-

hasilkan: keterwakﬂan politik se- -

kahgus sebaga1 sarana kestabxlan
pemenntah kedepan sEb e

Pertarna melakukan rev1sx N\

terhadap ketentuan yang memua

aturan mengenal penyeienggaxdan_ -

permhhan umum, terutama agar

tingkat keterwakllan rakyat men-

jadi maksimal sehingga pemiliban... ...
' dxanggap sebagal arena terpentmg

umum dapat menjadi arena legi-

timasi kekuasaan yang leblh abash 1]
Dua pemﬁu yang dﬂakukan a 999 |
dan 2004) cenderung tidak dapat

menghasilkan keterwakilan politik

karena 'systern yang: digunakan :
tidak memungkmkan terc1ptanya 3

hubungan yang erat antara pe- &

nguasa dan rakyat pemilih. *

 Kedua, memberikan ruang

yang lebih besar bagi munculnya

partai-partai di tingkat lokal agar-

kemampuan partm mengangkat is-
sue-isue lokal menjadi lebih mak-

LN T S-S Y 1. S NN PR

"sentrahstlk

lebih terdensentralisasi, buk__an

sebaliknya sebagaimana terjadi

:sekarang dimana partal sangat__

parta1 kehﬂanga.n maknanya karena, -
antara la.tn ieblh beronentas1 pada

1ssue-1sue nasional ketlmbang

lokal

Ketlga, Perluasan Part;smasf
baik berupa partmlpasx polltlk

- "part131pa51 warga dan partxslpam

Y f_soczai merupakan suatu kehamsan ¥

bﬂamana pemihhan umum 1ng1n

dalam mendapatkan legitimasi

- kekuasaan-di Indonesia, Dengan.

demikian; keikutsertaan yang besar

- dalam membenkan suara pada saat

pemlhhan umum tidak iag,l dlhhat )

sebagai satu-satunya mdlcator danr '

liasnya pamsxpam politik rakyat.
Akan tetapl yang lebih pentmg
adalah adanya kesadaran yang

__ muncul sebagal akibat pengetahuan .

yang mendalam terhadap segala

~konsekwensi tindakan - para

individu dalam proses politik

termasuk pemberian suara dalam

-5 34 F
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